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Kepada

1. Para Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota

2. Para Gubernur, Bupati dan Walikota

di

SELURUH INDONESIA


Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari beberapa daerah mengenai persyaratan pengangkatan dan pertanggung- jawaban Penjabat Kepala Daerah dan sesuai pula dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 121/1133/SJ  tanggal 4 Juni 2002, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :  

1. Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah didasarkan pada pertimbangan bahwa :

a. Proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh DPRD tidak selesai bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, sehingga belum dapat dilantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru bersamaan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah sebelumnya. Dengan demikian berlaku ketentuan pasal 49 huruf c Undang-undang 22 Tahun 1999 yaitu Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan karena berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru.

b. Di daerah yang baru dibentuk sebagai akibat pemekaran atau peningkatan status Kota Administratif menjadi Kota, belum terisi keanggotaan DPRD-nya sehingga belum dapat dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk tetap berjalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksdanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya pimpinan daerah melalui pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.

Tugas pokok Penjabat Kepala Daerah di daerah yang baru dibentuk di samping melaksanakan tugas-tugas pemerintahan juga mempunyai tugas untuk memfasilitasi pengisian keanggotaan DPRD dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh karenanya masa jabatan Penjabat Kepala Daerah di daerah yang baru dibentuk ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun atau sesuai Undang-undang pembentukannya.

2. Sejalan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-undang 22 Tahun 1999, menegaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota serta mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota. Ini berarti bahwa pengangkatan Penjabat Kepala Daerah menjadi wewenang Pejabat yang berwenang mengesahkan yaitu Presiden bagi Gubernur dan Menteri Dalam Negeri bagi Penjabat Bupati/Walikota.

3. Mengacu pada ketentuan pasal 40 ayat (3), pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000, Pengangkatan Penjabat Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan pengangkatan Penjabat Bupati/Walikota ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri berdasarkan usul Menteri Dalam Negeri bagi Penjabat Gubernur dan usul Gubernur bagi Penjabat Bupati/Walikota.

4. Mengingat beban tugas seorang Penjabat Kepala Daerah cukup berat maka pengangkatan seorang Penjabat Kepala Daerah harus dinilai mampu dan mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan. Oleh karenanya :

a. Penjabat Kepala Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :

1) Mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, dibuktikan dengan alih tugas jenjang jabatan lebih dari 3 (tiga) kali.

2) Menduduki jabatan struktural sekurang-kurangnya eselon II dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/a.

3) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selama 3 (tiga) tahun terakhir sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik.

4) Berumus sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

5) Mengenal daerah yang bersangkutan.

b. Bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan Wakil Bupati / Wakil Walikota yang akan diusulkan untuk menjadi Penjabat Bupati / Walikota harus melepaskan jabatannya dan ditunjuk pelaksana tugas. Hal tersebut  perlu dilaksanakan karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang masih menyatu dengan Kabupaten Induk.

c. Penjabat Kepala Daerah tidak dibenarkan mengkondisikan untuk kepentingan dan keberhasilan dirinya dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang definitif.

5. Dalam pelaksanaan tugasnya Penjabat Kepala Daerah bertanggung jawab  kepada Pejabat yang berwenang mengangkat, yaitu kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Penjabat Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri bagi Penjabat Bupati/Walikota.

a. Tembusan laporan pertanggungjawaban Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota.

b. Muatan materi laporan meliputi :

1) Pendahuluan ;

2) Kondisi umum wilayah ;

3) Penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi :

a) Penataan Organisasi Pemerintah Daerah.

b) Pengelolaan Keuangan Daerah.

c) Penyelesaian penyerahan personil, barang milik kekayaan daerah, badan usaha milik daerah, utang piutang dan pinjaman daerah, serta dokumen dan arsip.

4) Pengisian keanggotaan DPRD ;

5) Pemilihan Bupati / Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;

6) Penutup.

6. Khusus mengenai maksud surat Menteri Dalam Negeri nomor 131/2134/SJ tanggal 24 September 2002 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan Lampung mengenai izin Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 perlu kami tegaskan kembali dengan penyesuaian sebagai berikut :  

a. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 menegaskan bahwa seorang anggota Pegawai Negeri Sipil dan atau TNI/Polri yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah wajib memperoleh izin tertulis dari atasannya yang berwenang mengeluarkan izin.

Pengertian atasannya yang berwenang dimaksud adalah Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi tempat Bakal Calon bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, angka 4 dan angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000.

Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian diberikan atas permohona yang bersangkutan dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima, Pejabat Pembina Kepegawaian tidak memberikan jawaban dianggap telah memberikan izin dan apabila ditolak harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Izin tertulis bagi anggota TNI/POLRI mengacu pada Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/214/2000 tanggal 12 Desember 2000 yang menegaskan bahwa “atasan anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah mengeluarkan izin untuk mengikuti proses pencalonan dan diajukan pensiun”. Dengan demikian  bagi anggota TNI/POLRI yang telah pensiun tidak diperlukan surat izin.

b. Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 menegaskan bahwa Bupati/Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota  yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Calon Gubernur atau Wakil Gubernur, wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran.

Terhadap ketentuan tersebut dapat kami jelaskan bahwa :

1) Mengundurkan diri dari jabatannya tersebut dibuat dalam bentuk pernyataan diri dari Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah  yang bersangkutan, dan selanjutnya dijadikan salah satu persyaratan sebagai Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan.

2) Surat pernyataan pengunduran diri dimaksud oleh DPRD asal Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan, diproses lebih lanjut melalui mekanisme yang berlaku, untuk selanjutnya diusulkan pemberhentiannya kepada Pejabat yang berwenang guna mendapatkan pengesahan.

3) Selama Kepala Daerah atau Kepala Daerah yang bersangkutan belum diproses usul pemberhentiannya oleh DPRD dan belum mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 berlaku juga bagi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dan Penjabat Kepala Daerah yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

c. Bagi pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan mencalonkan dan dicalonkan kembali untuk masa jabatan yang kedua kalinya, begitu pula bagi Penjabat Kepala Daerah yang dicalonkan menjadi Kepala Daerah harus mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri, dengan ketentuan izin dimaksud tidak berlaku lagi apabila pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah ditolak oleh DPRD sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Demikian untuk menjadi maklum dan mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya.

MENTERI DALAM NEGERI

Ttd.

HARI SABARNO

Tembusan :

Yth. Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan.

